-------- Pesan asli --------

Dari: Aplikasi e-LHKPN <report.elhkpn@kpk.go.id>
Tanggal: 04/07/20 22:51 (GMT+07:00)

Ke: pedro_he3@yahoo.com

Subjek: Pengumuman Harta Kekayaan PN

Yth. Sdr. TRI AGUS INHARTO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Di Tempat

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dua kali diubah dengan perubahan
terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan
dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Bersama ini
disampaikan bahwa kami telah mengumumkan harta kekayaan Saudara dalam Lembar
Pengumuman (terlampir) sebagai berikut:

NIK : 3471031808820001
Jenis Laporan . Periodik
Tanggal Kirim : 16-03-2020

Nomor Harta Kekayaaan (NHK) : 665524

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui
email elhkpn@kpk.go.id atau Call Center 198.
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas
email ini.

@ 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Call Center
198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi,
rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi
atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja,
harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk
elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.l. YOGYAKARTA
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
. DATA PRIBADI
1. Nama E m
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK ;. _——
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/150 m2 di SLEMAN, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 2.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000
1.  MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1994, HADIAH Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HADIAH Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. oS

D. SURAT BERHARGA Rp. ——

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. —_—

F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 2.012.000.000

. HUTANG Rp. 23

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11I) Rp. 2.012.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 21 Juli 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.l. YOGYAKARTA

SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
. DATA PRIBADI
1. Nama :m
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK - AP
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 185.750.000
1. Tanah Seluas 505 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp.
101.000.000
2. Tanah Seluas 98 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp.
69.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/25 m2 di PASURUAN,
WARISAN Rp. 15.750.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ————

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.457.939

F. HARTA LAINNYA Rp. ———
Sub Total Rp. 233.007.939
II.LHUTANG Rp. 7.500.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1ll) Rp. 225.507.939

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 17 Juli 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



